
  

 

WALI KOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN  WALI KOTA  MOJOKERTO 

NOMOR  2  TAHUN  2024 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO NOMOR 78 TAHUN 

2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA 

MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

PERUSAHAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

                                                                                                                                  

WALI KOTA MOJOKERTO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil audit 

hukum terhadap Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 

78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 83 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali 

Kota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan, yang menyatakan terdapat permasalahan 

yuridis terkait inkonsistensi pasal dan bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, maka perlu dilaksanakan pencabutan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota 

Mojokerto Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan; 

SALINAN 
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Mengingat :   :    

 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3242); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5305); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

967); 

MEMUTUSKAN: 

   

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO NOMOR 78 TAHUN 

2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN. 

  
Pasal 1 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka: 

1. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kota Mojokerto 

Tahun 2020 Nomor 141/D); 
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2. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 43 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 

Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kota 

Mojokerto Tahun 2021 Nomor 232/D); dan 

3. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 83 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota 

Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita 

Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 83),  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

 

Ditetapkan  di    Mojokerto 

pada  tanggal 23 Februari 2024 

Pj. WALI KOTA MOJOKERTO, 

ttd. 

MOH. ALI KUNCORO 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 23 Februari 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO, 

ttd. 

GAGUK TRI PRASETYO 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024 NOMOR 2 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO, 

ditandatangani secara elektronik 

AGUS TRIYATNO, S.STP. 

Pembina 

NIP 19840331 200312 1 001 
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